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Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota; dan



9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak
Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN
Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di

Kabupaten Tanah Laut sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Nomor

127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor

274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran
dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka

Bawaslu Kabupaten Tanah Laut perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah

Laut untuk memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Pemantau Pemilihan memenuhi persyaratan:

a. Berbadan Hukum;

b. Bersifat Independen;

c. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan

d. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantau nya.

2. Agar KPU Kabupaten Tanah Laut memberikan persetujuan kepada Pemantau
Pemilihan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) PKPU Nomor 9 Tahun 2024 dengan
memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau
Pemilihan dalam negeri;

3. Agar KPU Kabupaten Tanah Laut mengumumkan Pemantau Pemilihan yang
mendapatkan sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(1) dan ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2024 pada laman KPU Kabupaten/Kota;

4. Agar sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam negeri
menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat
yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau. Serta salinan tanda
bukti pemberitahuan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada KPU
Kabupaten Tanah Laut;

5. Memastikan Lembaga Pemantau Pemilihan tidak melakukan kegiatan yang
dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 PKPU Nomor 9 Tahun 2022
yang dapat berakibat Pencabutan Status dan Hak sebagai Lembaga Pemantau
Pemilihan yaitu:

a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;

b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;

d. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;

e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan
mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;

f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau

kepada Peserta Pemilihan;
g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut



negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan Pemantau Pemilihan
asing;

h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya
selama melakukan pemantauan;

i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara,

j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara
tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan

k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan
Pemilihan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip
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